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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perjanjian perkawinan dimuat dalam Buku I Bab VII dari Pasal 45 

sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum 

Islam menyebutkan bahwa calon pasangan bisa melakukan perjanjian 

perkawinan dalam bentuk: Taklik talak dan perjanjian lain asal tidak 

menyimpang dari hukum Islam. Perjanjian perkawinan mulai berlaku 

setelah perkawinan berlangsung. Di dalam KUH Perdata ketentuan 

perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai. Menurut KUH 

Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat menggunakan akta 

notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Bentuk dari perjanjian 

perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung 

rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan 

kebersamaan harta kekayaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak 

perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian 

tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak sepakat 

untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga jika 

perjanjian melibatkan pihak ketiga. 

2. Dalam Hukum Islam apabila perjanjian itu tidak dipenuhi, maka sama 

halnya dengan melanggar syari’at yang ditetapkan oleh Allah SWT 

dalam firmanNya. Oleh karena itu, jika perjanjian pra nikah ini 
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dilanggar, maka sanksinya mendapatkan dosa dari Allah SWT. Tetapi 

hal tersebut tidak membuat perkawinan batal dengan sendirinya. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan Undang-Undang 

Perkawinan jika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, suami atau 

istri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut atau merasa dirugikan 

dapat mengajukan sebagai alasan perceraian atau ganti rugi. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah diharapkan agar membuat aturan yang secara khusus 

mengatur tentang perjanjian perkawinan sehingga bisa digunakan secara 

nasional di Indonesia. 

2. Kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan perkawinan 

dan ingin membuat perjanjian perkawinan alangkah baiknya calon 

pasangan mengetahui secara jelas segala sesuatu mengenai perjanjian 

perkawinan, memahami akibat hukum yang muncul setelah dibuatnya 

perjanjian perkawinan dan sebaiknya perjanjian pra nikah tidak hanya 

dibuat dengan akta notaris tetapi juga perlu didaftarkan ke petugas 

pencatat perkawinan.
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